
BUPATI BANGGAI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANGGAI 
NOMOR1OTAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 35 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANGGAI, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf 
(b) dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 
2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Banggai perlu disesuaikan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Banggai, 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Prov-insi dan 
Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 35 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT 
DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai 
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2292) diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1,2,3 dan 4, huruf c angka 1,2,3 
dan 4 , huruf d angka 1,2,3 dan 4 diubah seluruhnya, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 3 

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. 

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas : 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 

(empat) Bagian meliputi: 

1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi: 

a) Subbagian Adminstrasi Pemerintahan, 

b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan 

c) Subbagian Otonomi Daerah, 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 

a) Subbagian Bina Mental Spritual, 

b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan 

c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. 

3. Bagian Hukum membawahi: 

a) Subbagian Perundang-Undangan, 

b) Subbagian Bantuan Hukum, dan 

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 

4. Bagian Keija Sama membawahi: 

a) Subbagian Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri; 

b) Subbagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, dan 

c) Subbagian Evaluasi Kerja Sama. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 (empat) 

Bagian meIiputi: 

1. Bagian Perekonomian membawahi: 

a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 

b) Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan 

c) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

Kecil. 

2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi: 

a) Subbagian Penyusunan Program; 

b) Subbagian Pengendalian Program; dan 

c) Subbagian Evaluasi & Pelaporan. 
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3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi : 

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik; dan 

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan 

Jasa 

4. Bagian Sumber Daya Alam membawahi : 
a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan; 

b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup, dan 

c) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. 

d. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi: 
1. Bagian Umum membawahi : 

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, 
b) Subbagian Perlengkapan; dan 
c) Subbagian Rumah Tangga. 

2. Bagian Organisasi membawahi : 
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b) Subbagian Pelayanan Publik 86 Tata Laksana; dan 
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi : 
a) Subbagian Protokol; 
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan, dan 
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan. 

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi : 
a) Subbagian Perencanaan; 
b) Subbagian Keuangan; dan 

c) Subbagian Pelaporan. 

e. Staf Ahli Bupati meliputi: 
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politlic; 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan 

Kawasan Wilayah; dan 

3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB VI A 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai yang dilantik berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai. 

Ditetapkan di Luwuk 
Pada tanggal t hovemeetz .2019 

BUPAT BANGGAI 

HER 

Diundangkan di Luwuk 
Pada tanggal t-fovt-~2 204 g 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

Aff 

ABDULLAH 

YATIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 
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BAGAN STRUKTURORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN TATA 
PEMERINTAHAN 

SUBBAG 
PEMERINTAHAN 

UMUM 

SUB.BAGIAN 
ADMINISTRASI 
KEWILAYAMAN 

SUSBAGIAN 
OTONOMI DAIRAN 

BLIPAT1 BANGGA1 

STAF AHLI 

BID. PEMERINTAHAN, 
HUKUM & POLITIK 

BAGIAN 
KESLIAHTERAAN 

RAKYAT 

SUB.BAGIAN BINA 
MENTAL SPRITUAL 

SUB.BAGIAN 
KESEJANTERAAN 

SOSIAL 

SUB.BAGIAN 
NOIEJAHTERAAN 

MASYARAIUO 

STAF AHLI 
BID, KONOMI, 

KEIJANGAN DAN 
PENGEMBANGAM 

KAWASAN WILLYAH 

ASINTPEPEMO11101.1{10 
C.UI KESSIANTEKAAN 

INALLO 

STAF AIILI 

BID. SUMBER DAYA 
MANUSIA DAN 

KESE1AHTERAAN RAKYAT 

&AGIAN HINIUM 

SUB.BAGIAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

SUB.BAGIAN BANTUAN 
HUKUM 

SUB.BAGIAN 
DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI 

BAGIAN UMUM 

USAMA PIMPINAN, 
STAFAHLI DAN 

SUB.BAGIAN 
PERLENGKAPAN 

SUB.BAGIAN RUMAN 
TANGGA 

BAGIAN KOkla SAMA 

SUB BAGIAN KERMSAMA 
DALAM NEGERI 

SUB BAGIAN KERSASAMA 
LUAR NEGERI 

SUB.BAGIAN EVALUASI 
KERJA SAMA 

SUB.BAGIAN 
KELEMBAGAAN DAN 
ANALISIS MBATAN 

SUB.BAGIAN KINERSA 
DAN REFORMASI 

81110KRASI 

WAIDL OUPATI BANGGAI 

SEKRETARS DAERAH 

ASISTEN ADMINLITRASI UMUM 

BAGIAN PEREKONOMIAN 

SULEIAGIAN PENIBINAAN 
BLIND DAN BLUD 

SUB, BAGIAN 
PENGENDALIAN DAN 

DISTRIBUSI 
PEREKONOMIAN 

SUB. BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

PENGAWASAN EKONOMI 
MIKRO KEOL 

BAGIAN PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI PIMPINAN 

SUB.BAGIAN PROTOKOL 

SLAIEJAGIAN KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

SUB.BAGIAN DOKUMENTA31 
PIMPINAN 

BAGIAN ADMINSTRASI 
PEMBANGUNAN 

SUB.BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUB.BAGIAN 
PENGENDALIAN 

PROGRAM 

SUB.BAGIAN EVALUASI 
& PELAPORAN 

UIS 
PERENCANAAN DAN 

KEIJAMDAN 

SUBEIAGIAN 
TRENCANAAN 

SUBSAGIAN KEUANGAN 

SUB.BAGIAN FELAPORAN 

LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 

I PERATURAN BUPATI KABURATEN BANGGAI 
140 1--.4.44uN 

tICktc--k1e042. .201-9 

,ESISYLLI 
P REKONOMIAN DAN 

111.111A14UNAN 

BAGIAN PENGADAAN 
BARANG & JASA 

SUBLIAGIAN 
PENGELOLAAN 

PENGADAAN BARANG 
DANJASA 

SUBBAG PEMBIN.AAN 
DAN PENGENDALIAN 

SUB.BAGIAN 
PENGELOLAAN 

LAYANAN ITNGADAAN 
SECARA ELEKTRONIK 

11(BUPA BANGGAI, 

HERWIN Y IM 

BAGIAN SUMBER DAYA 
ALAM 

DAYA ALAM 
PERTANIAN, 
KEHUTANAN, 

KELAUTAN DAN 
PI 

SUBLIAGIAN SUMBER 
DAYA ALAM 

MITTAMBANGAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

SUB.BAGIAN SUMBER 
DAYA ALAM ENERGI 

DAN AIR 


